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PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN MURID BARU TINGKAT DAERAH
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH

Menimbang

Mengingat

PERTAMA TAHUN AJARAN 2026-2027

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri
Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2025 Pasal 34 tentang Pembentukan Panitia
Penerimaan Murid Baru, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Murid Baru Pada
Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah
Pertama Tahun Ajaran 2026-2027;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Tekonologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 963);

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid
Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 134);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan
Susunan  Perangkat Daerah (Lembaran  Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan
Susunan  Perangkat Daerah (Lembaran  Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Nomor 3);
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MEMUTUSKAN:

Membentuk Panitia Penerimaan Murid Baru Tingkat Daerah

pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah

Menengah Pertama Tahun Ajaran 2026-2027 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

Tugas Panitia Penerimaan Murid Baru Tingkat Daerah

sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:

a. menetapkan wilayah penerimaan murid baru dan
ketersediaan daya tampung;

b. melakukan penghitungan sebaran domisi calon murid
melalui pemetaan lokasi dan titik koordinat domisili
murid dengan:

1. menggunakan data dari aplikasi Data Pokok
Pendidikan yang dipadankan dengan data dari Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

2. mempertimbangkan kemudahan akses satuan
pendidikan dari domisili calon murid;

3. mempertimbangkan domisili calon murid yang
berada di daerah perbatasan kabupaten; dan

4. mempertimbangkan data Dinas Sosial bagi calon
murid:

a) yang berasal dari keluarga ekonomi tidak
mampu; dan/atau
b) penyandang disabilitas;

c. menetapkan petunjuk teknis penerimaan murid baru
termasuk memuat persentase setiap jalur;

d. menyediakan aplikasi penerimaan murid baru;

melakukan sosialisasi pelaksanaan murid baru;

membuat deklarasi SPMB objektif, transparan, akuntabel

dan berkeadilan;

melaksanakan pengumuman pendaftaran dan

penyediaan kanal pelaporan penerimaan murid baru,;

melaksanakan pengumuman penetapan murid baru
melakukan integrasi data penerimaan murid baru:
membuat laporan hasil penerimaan murid baru; dan
menyampaikan laporan hasil pelaksanaan murid baru
kepada unit pelaksana teknis Bidang Penjaminan Mutu

Pendidikan  Kementerian Pendidikan Dasar dan

Menengah.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Q)

e

Ditetapkan di Kandangan

pada tanggal 19 Februari 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
ttd.

SYAFRUDIN NOOR



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/73/KUM /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN
MURID BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA TAHUN AJARAN 2026-2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PENERIMAAN MURID BARU

KEDUDUKAN
NO JABATAN DALAM PANITIA
1 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Koordinator
Selatan
o Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Anesota
Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan &8
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
3 Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Aneeota
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu &8
Sungai Selatan
Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Komunikasi,
4 | Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Hulu Anggota
Sungai Selatan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
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